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BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 443/101/KPTS/PM /2020

TENTANG

TANGGAP DARURAT PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
PENULARAN INFEKSI CORONA VIRUS DISEASE-19 (COVID-19)
KABUPATEN PULAU MOROTAI

BUPATI PULAU MOROTAI,

a. bahwa penyebaran Virus Corona Disease 2019 di dunia cenderung
meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan
kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek

sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa dalam rangka mencegah dan mengendalikan masuknya wabah
COVID-19 di wilayah Kabupaten Pulau Morotai Secara Cepat dan tepat

maka perlu ditetapkan Tanggap Darurat Pencegahan

penanggulangan Penularan Infeksi Corona Virus Disease-19 di

Kabupaten Pulau Morotai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tanggap
Darurat Pencegahan dan Penanggulangan Penularan Infeksi Corona

Virus Disease-19 di Kabupaten Pulau Morotai;

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit
menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Propinsi Maluku Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601);

. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan

Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);

. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637)
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5655);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);

Peraturan Menteri  Kesehatan Republik  Indonesia  Nomor
1501 /MENKES/PER/X/2010 tentang jenis Penyakit tertentu yang
dapat menimbulkan Wabah, tata cara penyampaian laporannya dan
tata cara penanggulangan seperlunya;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun
2013 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan;
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Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2012
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pulau
Morotai;

Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 28)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau
Morotai Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Pulau Morotrai Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau
Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2);
Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 5 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor
05).

1. International Health Regulation (IHR) 2005;

2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
HK.01.07/MENKES/104 /2020 tentang Penetapan Infeksi Novel
Corona virus (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit yang dapat
Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya.

MEMUTUSKAN:

Penetapan Tanggap Darurat Pencegahan dan Penanggulangan

Penularan COVID-19 di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2020.

Tanggap Darurat Pencegahan Dan Penanggulangan sebagaimana
dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan oleh Satuan Tugas yang
telah ditunjuk dengan memperhatikan sebagai berikut:

1. Menginventarisasi dan mengadakan seluruh kebutuhan
kedaruratan pencegahan korona, baik pengadaan logistik, operasi
yang berhubungan dengan barang/jasa untuk pencegahan
kedaruratan bencana wabah COVID-19;

2. Memantau, mengevaluasi dan melaksanakan 7 (tujuh) Aksi
Pencegahan Darurat COVID-19;

3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, lintas sektoral dan
pihak-pihak lain;

4. Memastikan semua kegiatan pencegahan dan penanggulangan
Penularan COVID-19 di Kabupaten Pulau Morotai terkendali dan
teratasi dengan aman,;

5. Seluruh pengadaan Barang/Jasa untuk kepentingan dan
kebutuhan kedaruratan korona, dalam pengadaannya tidak
dilakukan lelang, akan tetapi menunjuk secara langsung sesuai
dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

6. Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Pulau Morotai;
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Dalam pelaksanaan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada
Diktum Kedua harus berdasarkan pada ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Masa tanggap darurat berlaku tiga bulan dimulai dari tanggal penetapan

keputusan bupati ini.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2020 dan dapat
menggunakan Dana Desa untuk pencegahan dan penanggulangan

darurat wabah COVID-19.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan

diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 24 Maret 2020

Satinan sesuai dengan aslinya
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Tembusan disampaikan kepada Yth:

Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;

Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
Kepala Bappeda Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;

Kepala BPKAD Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;

Yang bersangkutan untuk diketahui;
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BUPATI PULAU MOROTAI,



